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merupakan
alat untuk mengukur kategori
kerawanan serta melakukan deteksi
dini.
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Kategori penilaian IKP 2019

tingkat
kerawanan sedang

33,01 -66,00

tingkat
kerawanan rendah

0-33,00
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rata-rata kerawanan nasional yang merupakan kumulasi
agregatif dari 4 dimensi dari 514 kabupaten/kota.




1. DIYOGYAKARTA
2. PAPUA BARAT
3. SUMATERA BARAT
4. MALUKU
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penyelesaian sengketa
proses pemilu




meliputi sengketa antarpeserta Pemilu
dan sengketa antara peserta Pemilu

dengan Penyelenggara Pemilu.
L
(Pasal 466 UU 7/2017)
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meliputi Keputusan KPU,
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota.

Keputusan tersebut dalam bentuk Surat
Keputusan (SK) atau Berita Acara

(Pasal 4 Perbawaslu 18/2018)
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Pi h (0 k Pe Mo h on (Pasal 7 Perbawaslu 18/2018)

e Partai politik calon peserta pemilu yang telah
mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU
Partai Politik Peserta Pemilu
Calon Anggota DPR dan DPRD yang
tercantum dalam DCT

e Bakal Calon Anggota DPD yang telah
mendaftarkan diri pada KPU
Calon Anggota DPD
Bakal Paslon Presiden dan
Wakil Presiden

e PaslonPresiden dan
Wakil Presiden
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Pihak Termohon
(Pasal 8 Perbawaslu 18/2018)

e KPU, KPU Provinsi,
Kabupaten/Kota

e Partai Politik Peser

e Bakal calon Anggo
mendaftarkan diri

e Calon Anggota DP

e Pasangan Calon
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Pihak Terkait adalah Partai Politik Peserta
Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang
tercantum di dalam DCT, gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan/atau
Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas
penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(Pasal 9 Perbawaslu 18/2018)



verifikasi
permohonan

menerima mediasi memutus
permohonan Dalam hal mediasi berhasil penyelesaian
maka tidak perlu dilanjutkan sengketq proses

ke proses adjudikasi. .
pemilu

Jangka waktu penyelesaian sengketa adalah 12 hari kalender terhitung sejak
permohonan diregistrasi hingga dibacakannya putusan.



Masalah-masalah yang muncul

dalam persidangan di MK

Tidak terdistribusikannya logistik (Kab. TTS)
Perbedaan data antara DPT yang dimiliki KPU
dengan data Disdukcapil (Kab. Sampang)
Penyelenggara Pemilu tidak netral (Kab. Deiyai)
Pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur

PrN

(Kab. Cirebon)
Daftar hadir tidak diisi D N
Pemilih ganda
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